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MOTTO

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(QS. al-Muddatstsir: 38)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan
nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya,
atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan
judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan
ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi
yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No.
159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman
Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow
1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang
berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun
penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

) = Tidak dilambangkan o= = dl
< =B L = th

o =T L = dh

< = Ta ¢ = °(mengahadap ke atas)
z =1 ¢ = gh

c = H «w = f

z = Kh a = q




a = D | = k
3 = Dz Jd =1
o = R f = m
> = Z O = n
o =S s =W
o = Sy 5 = h
o= = Sh s =y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk
penggantian lambang ¢ .

Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jé menjadi gala
i = kasrah i J3 menjadi gfla
u = dlommah { us menjadi dina

[72e)
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = 3 Js&& menjadi gawlun
ay = ¢ o menjadi khayrun
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D. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marblthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, akan tetapi ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 21l 4l )l menjadi
al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya 4
dea ) A menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J) dalam lafadh jalalah yag berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut :

1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masya’Allah kand wa malam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla
F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

-

Contoh: s - syai’un Cel - umirty

Q)ﬂ\ - an-nau’un Q};‘iu - ta’khudzina
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G. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : 83 Al s sl & 5l - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin.
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk
menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.
Contoh : Jsw, ¥ sasley = wamaa Muhammadun illa Rasl
oM g G Jgl o) = inna Awwala baitin wu dli’a linnasi
Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf

capital tidak dipergunakan.

Contoh : «u A 78 4l (s pal = nasrun minalldhi wa fathun garib
lesas ¥l &) = |illahi al-amru jami’an
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Muhammad Bahrul Irhamni, 15220122, 2019, Tanggung Jawab Hukum Bagi
Konsumen PT. Indah Kargo Malang Atas Keterlambatan Dan
Kerusakan Barang Kiriman Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:
Iffaty Nasyi’ah, M.H..

Kata Kunci: Pengiriman Barang, Tanggung Jawab.

Dalam proses pengiriman barang banyak faktor-faktor yang menyebabkan
barang kiriman mengalami kasus keterlambatan ataupun kerusakan, baik yang
berasal dari faktor alam yang tidak bisa diprediksi ataupun dari faktor kelalaian
kurir/pengangkut sendiri, hal-hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan kerugian
terhadap para konsumen. PT. Indah Kargo Malang sebagai salah satu perusahaan
yang bergerak dalam jasa pengiriman barang mempunyai kewajiban untuk
bertanggungjawab jika terjadi kasus yang dapat merugikan konsumenya
berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui bagaimanakah proses pengiriman barang yang dilakukan oleh
PT. Indah Kargo Malang serta bentuk tanggung jawab PT. Indah Kargo Malang
atas barang/paket kiriman yang mengalami keterlambatan dan kerusakan jika
ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu
wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yaitu literatur yang
berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengiriman
barang yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo Malang dilaksanakan sesuai dengan
prosedur yang dimuat dalam klausul baku. Bentuk tanggung jawab yang diberikan
PT. Indah Kargo Malang pada konsumen belum sepenuhnya sesuai dengan UUPK
Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena PT. Indah
Kargo Malang hanya memberikan ganti kerugian maksimal 10 kali biaya Kirim,
sementara kerugian yang di alami oleh konsumen nilainya jauh lebih besar.
Hukum Islam juga menuntut bentuk pertanggungjawaban haruslah dilakukan
dengan memberikan ganti rugi dengan jumlah nilai yang setara dengan kerugian
yang dialami oleh konsumen.
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ABSTRACT

Muhammad Bahrul Irhamni, 15220122, 2019, Legal Responsibility For
Consumers Of Indah Kargo Malang For Delays And Damage Of
Package From Perspectives On Positive Law And Islamic Law. Thesis,
Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty Of Sharia, Islamic
State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Iffaty
Nasyi’ah, M.H..

Keywords: Package delivery, Responsibility

In the process of shipping many factors that cause the shipment to experience
a case of delay or damage, both from natural factors that can not be predicted or
from the negligence factor of the courier/shipper itself, these things can cause
losses to consumers. Indah Kargo Malang as one of the companies engaged in
freight forwarding services has an obligation to be responsible if a case occurs
that can harm its customers based on positive law and Islamic law. The purpose of
this study was to determine how the process of shipping by Indah Kargo Malang
and how is the responsibility of Indah Kargo Malang on packages that have been
delayed and damaged when viewed in terms of positive law and Islamic law.

This research is an empirical juridical research with a sociological juridical
approach. Data sources used are primary data sources namely interviews and
documentation, as well as secondary data sources namely literature relating to this
study.

The results of this study indicate that the process of delivering package by
Indah Malang Cargo is carried out according to the procedure contained in
standard contract. The responsibility which is conducted by Indah Cargo Malang
for consumers is not yet fully compatible with Constitution Number 8 of 1999
Article 19 paragraph (1) and (2) and in Article 1365 of the Civil Code, because.
Indah Cargo Malang only provides compensation up to 10 times the cost of
shipping, while the losses experienced by consumers are far greater in value.
Islamic law also requires that the form of accountability must be carried out by
providing compensation with an amount equivalent to the losses suffered by
consumers.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok saling
membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup
berkelompok, dalam kehidupan sehar-hari, tentu tidak luput dari namanya
interaksi dan komunikasi.Komunikasi mempermudah manusia dalam
berinteraksi, sehingga maksud dan tujuan yang mau disampaikan dapat
terwujud.Dalam hal ini manusia memiliki kepentingan yaitu kepentingan

pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat).

Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin
memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis,kebutuhan
biologis dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat
berdirisendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat.
Tanpa mengadakan kerjasama dan hubungan keutuhan tersebut tidak akan
dapat terpenuhi, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun secara
bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan.'Salah satu
kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dalam pelayanan

jasa.

Jasa pengiriman barang menjadi satu layanan yang sangatlah

dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih di zaman yang serba canggih ini
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manusia akan selalu mencari kemudahan-kemudahan, karena di era globalisasi
dengan perkembangan teknologinya cenderung membuat mereka menyukai
hal-hal yang serba instan. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi
mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan
suatu barang terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa
pengiriman barang akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke
tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Banyaknya
penduduk yang saling mengirim barang dari satu daerah ke daerah lain yang
jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi

masyarakat.

Kebutuhan masyarakat dalam penyediaan segala bentuk jasa
pengiriman barang dengan cepat ini diwujudkan oleh banyak perusahaan jasa
ekspedisi pengiriman barang diantaranya seperti POS Indonesia, INE Ekspres,
J&T,TIKI, dan masih banyak lagi.Banyaknya masyarakat yang tertarik dalam
menggunakan jasa ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan, Penyedia
layanan jasa ekspedisi pengiriman barang yang bermunculan ini tentu harus
memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan

terhadap konsumen.?

Berbicara tentang tanggung jawab, isiam memandang manusia adalah
makhluk fungsional dan bertanggung jawab atau dengan kata lain penciptaan

manusia bukanlah sebuah kesiasiaan. Tanggung jawab manusia teresbut

“Febrina Suci DwiSawitri, Masalah-Masalah Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan
Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada PT. JNE
Cabang Yogyakarta). Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). 1



meliputi tanggung jawab terhadap Allah sang pencipta, diri pribadi,
masyarakat, dan tanggung jawab terhadap alam.® Tanggung jawab manusia
terhadap masyarakat ditegaskan atas dasar bahwa umat manusia merupakan
keluarga besar, berasal dari satu keturunan yakni adam dan hawa, tanggung
jawab manusia terhadap masyarakat terbangun atas dasar sifat sosial yang
dimiliki manusia itu sendiri, yaitu adanya kesediaan untuk selalu melakukan
interaksi dengan sesamanya. Ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa manusia
selalu mengadakan hubungan dengan tuhanya dan juga mengadakan hubungan
dengan sesame manusia. Bentuk kesediaan untuk memperhatikan kepentingan
orang lain, wujudnya adalah tolong menolong sebagaimana ditegaskan dalam

al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2:

=

s g & 4 a5 . Moo I -y 2% N = -1 v T2 (Aoqzs
Aol alll Ol Al sty 3 Olgdally YV JE 1ealal Vg O (snadlly Wl e 15553

G

-

“Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat

. 24
berat siksanya.

Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang sering di gunakan
oleh masyarakat adalah PT. Indah Kargo Malang, yaitu merupakan suatu

perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang exspress paket,

*Mujionp, Manusia Berkualitas Menurut Al-Qur’an, Hermeunetik, vol 7 No.2( Desember 2013)
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dokumen, barang, domestic dan Internasional, melalui udara, darat dan
laut.Perusahaan ini telah tersebar di hampir seluruh kota-kota besar di
Indonesia yang di tandai dengan banyaknya cabang dan agen-agen.Pihak PT.
Indah Kargo Malang selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik dengan
pengiriman antar jemput alamat doorto door cepat, tepat, aman
terpercaya.Serta mengedepankan kepuasan pelanggan dengan memberikan
kualitas pelayanan yang bergaransi uang kiriman kembali apabila Kiriman

barang konsumen tidak tepat waktu.”

Dalam pelaksanaan proses pengiriman barang banyak faktor-faktor
yang menyebabkan barang kiriman konsumen mengalami kasus keterlambatan
dan kerusakan seperti halnya faktor alam (foce majeure) atau bisa berasal dari
kelalain kurir atau pengangkut itu sendiri.Hal-hal yang tidak dapat diprediksi
itulah yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen.
Konsumen sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar ongkos kirim
namun tidak mendapatkan hak yang semestinya ia dapatkan yaitu sampainya
barang tepat waktu dan tanpa kerusakan, padahal kewajiban dari pengangkut
adalah bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman sampai tujuan
penerima.Jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang maka pihak
perusahaanlah  yangdi tuntut untuk bertanggung jawab kepada
konsumen/pengirim, dan konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian

kepada pihak perusahaan.

*http://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html (diakses pada tanggal 23 Februari
2019)
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Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas
sangat merugikan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung
dibalik Standar Contract atau perjanjian baku yang telah ditanda tangani oleh
kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui
berbagai informasi semu yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.® Di
satu sisi pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengiriman barang tidak
dilakukan di atas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian
pengiriman barang dalam hukum kebiasaan didasarkan pada dokumen-
dokumen pengirim saja, yang di dalamnya menerangkan tujuan pengiriman,
nama pengirim, nama pengangkut serta biaya pengiriman. Berdasarkan hukum
kebiasaan tersebut para pihak melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga
apabila terjadi suatu sengketa dibelakang hari maka yang diajukan sebagai
bukti adalah dokumen-dokemen tersebut, sedangkan hubungan antara

pengirim dan jasa pengiriman barang diikat dengan perjanjian.

Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman
barang, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak jasa
pengiriman barang terhadap keterlambatan maupun kerusakan.Ada beberapa
kasus permasalahan yang dialamai oleh para konsumen PT. Indah kargo
Malang, pertama dialami oleh konsumen bernama AbrorurFaqgih, beliau
mengirim sebuah lukisan kanvas dengan ukuran 70x60 cm pada tanggal 17
Juni 2019, barang tersebut akan dikirim ke Surabaya yang seharusnya diterima

oleh saudara Amalia paling lambat H+4 yaitu pada tanggal 22 Juni 2019,

® Gunawan, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2001) 1



namun barang diterima pada tanggal 3 Juli 2019 dan dalam keadaan rusak.
Kedua kasus yang dialami oleh konsumen bernama Nurridwan dengan barang
pengiriman sebuah gitar akustik pada tanggal 17 Februari 2018 dengan tujuan
pengiriman ke Jogjakrta, paket dijanjikan akan sampai dalam waktu lima hari,
akan tetapi barang sampai melebihi waktu yang telah di perjanjiakn yakni

empat belas hari, serta paket mengalami kerusakan.

Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen perlu
mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentinganya.
Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak.’
Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka
sepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibanya
sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang
mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad
tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan kreditur dengan
membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas debitur bagi

kepentingan pihak kreditur.®

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia telah diatur
sejak lama. Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang berlaku

untuk melindungi hak-hak bagi para konsumen. Hukum perlindungan

" Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno, Perlindungan
Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang,
Universitas Diponegoro, Vol. 14, 2 Tahun 2018. 153
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konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang
merugikan konsumen. Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik
Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) ini diharapkan dapat membidik masyarakat
Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha dimana dikatakan bahwa
untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemempuan, dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh

kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.’

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tantang
Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang
menyebutkan bahwa : “Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti
rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.*
Konsekuensi terhadap keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen
adalah adanya sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Adapun sanksi yaitu
mengganti kerugian, dengan demikian upaya untuk menjadikan seorang

konsumen sebagai bagian yang patut mendapat perlindungan benar-benar

terwujud.’* Dalam KUH Perdata juga mempertegas pada Pasal 1365 yang

® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) 2

1% pasal 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

! Husni Syazali dan Heni Sri Imaniati, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar
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berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahanya untuk mengganti kerugian tersebut”.*2

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah
untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena
dengan dilaksanakanya penegakan hukum bagi korporasi (pelaku usaha)
sebagai produsen akan berhati-hati akan resiko hukum, secara tidak langsung
korporasi-korporasi  akan  berusaha untuk meningkatkan  kualitas
mutunya.Sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia, konsumen yang
dirugikan akibat dari menggunakan produk barang dapat menggugat pihak
yang menimbulkan kerugian dan pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung
jawab atas produk barang yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada

konsumen.*

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
meneliti“Tanggung JawabanHukum Bagi KonsumenPT. Indah Kargo
MalangAtas Keterlambatan DanKerusakan Barang Kiriman Perspektif

HukumPositif Dan Hukum Islam”

12 pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata
B3 Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno, Perlindungan
Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, 154



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan

dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengiriman barang oleh PT. Indah Kargo
Malang?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Indah Kargo Malangatas
keterlambatan dan kerusakan barang kiriman perspektif hukum positif dan
hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah mempunyai maksud dan tujuan pokok
yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut, oleh karena itu penulis

merumuskan tujuan penulisann proposal skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengiriman barang oleh PT. Indah
Kargo Malang.

2. Untuk menjelasakan sejauh mana bentuk tanggung jawab yang dilakukan
oleh PT. Indah Kargo Malang terutama dalam masalah pengiriman
barang/paket yang hilang atau rusak dan apakah tanggung jawab tersebut
sudah sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat

dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:



1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum,
khususnya mengenai hukum perjanjian.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan
pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perjanjian
dan pengiriman barang

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang hukum
perjanjian dan pihak yang berkepentingan.

b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

E. Definisi Opersional

Dari pemaparan masalah diatas terdapat beberapa istilah yang perlu
dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menjelaskan tentang
penelitian yang berjudul “Tanggung Jawaban Hukum Bagi Konsumen PT,
Indah Kargo Malang Atas Keterlambatan Dan Kerusakan Barang Kiriman
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” agar pembacabisa memahami
penelitian ini, maka peneulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum: adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarahkan,

dan sebagainya yang sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.
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2. Pengiriman Barang: adalah pihak yang berkepentingan dan secara
langsung terkait dalam perjanjian pengiriman barang, karena
berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian.

3. PT. Indah Kargo Malang: adalah sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang jasa pengiriman paket barang.

4. Hukum Positif: hukum Positif yang dimaksud adakah Undang-undang
Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata

5. Hukum Islam: adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah
SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang diakui dan diyakini, yang

mengkitat pada semua pemeluknya.

. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran
pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara
sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-

masing bab mengandung bebrapa sub bab, antara lain:

BAB I, dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, yang merupakan suatu pemaparan menculnya pokok rumusan
masalah yaitu penegasan masalah yang diteliti lebih detail, dan tujuan
penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan

manfaat bagi peneliti maupun obyek penelitian yang diteliti.

BAB 11, dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang

menjelaskan bebrapa penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan
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untuk penelitian yang dilakukan penulis.Selanjutnya diuraikan kajian pustaka
yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban
jasa pengiriman barang atas hilang dan rusaknya barang kiriman yang ditinjau

dari sudut pandang Hukum positif dan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

BAB IlI, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang dijadikan sebagai
instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah
dan sistematik, serta data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.
Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan.

BAB 1V, bab ini menyesuaikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri
dari 2 sub bab yaitu paparan data dan analisis data, dengan argumentasi
penelitian yang menghubungkan hasil-hasil data lapangan dengan Kkajian
kepustakaan. Dengan menguraikan fakta atau data dilapangan yang telah
terkumpul dan merupakan data yang benat-benar terjadi ditengah pengguna
jasa PT. Indah kargo Malang, kemudian menganalisis data tersebut dengan

menggunakan Hukum Positif dan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam.

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan tentang
poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan
saran yang memuat usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau
pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti, dan usulan

atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian berupa skripsi, artikel, atau
jurnal yang diteliti oleh orang lain yang judul serta isinya hampir sama dengan
penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang pembahasanya hampir sama

dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh FidaAmira, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2016 yang
berjudul “Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas
Kehilangan Dan/Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor
Pos Solo)”. dalam penelitian tersebut peneliti meneliti tentang
bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Solo atas
kehilangan atau kerusakan barang kiriman yang ditinjau dalam
Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pos. Penulis
menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriftif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer
yang diperoleh langsung dari PT. Pos Indonesia cabang Solo,
sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan,
buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian

tersebut dijelaskan bahwa bentuk tanggung jawab atas kehilangan
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dan/atau kerusakan barang-barang tercatat milik pengguna layanan
jasa, PT. Pos telah memberikan ganti rugi apabila didapati barang
kiriman hilang dan/atau rusak dimana besar ganti rugi telah diatur oleh
PT. Pos dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau
kerusakan barang yang disebabkan oleh sebab kahar. Dalam skripsi
tersebut membahas pertanggung jawaban PT. Pos atsa kehilangan dan
kerusakan ditinjau dari UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos,
sedangkan yang penulis teliti lebih fokus kepada kasus keterlambatan
dan kerusakan yang ditinjau ke dalam Hukum Islam dan Hukum
Positif di Indonesia.**

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Panji Wihaproso. Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2010 dalam
skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Atas
Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket
Barang Melalui Jalur Darat (Studi di PT. Trasindo Kota
Surabaya)”. Dalam penelitian tersebut termasuk dalam penelitian
deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa PT. siba
Trasindo telah melakukan peranya dalam pelaksanan pengangkutan,
dalam memenuhi pelaksanaan pengangkutan tersebut terdapat
beberapa faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya

keterlambatan atau kerusakan paket barangang kiriman. Sementara

“Fida Amira, Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan/Atau
Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi
Kasus di Kantor Pos Solo, Sripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016)

14



tanggung jawab PT. Siba Trasindo dengan mengganti atas barang-
barang yang diangkutnya dan jika barang tersebut rusak dan diketahui
setelah barng tersebut diterima oleh pihak penerima barang maka
barang tersebut akan dibawa oleh supir dan dilaporkan ke perusahaan,
selanjutnya akan diganti dan dikirim kembali ke penerima dengan
ongkos ditanggung oleh PT. Siba Trasindo.*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febrina Suci Dwi Sawitri Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun
2018 yang berudul “Masalah-Masalah Hukum Yang Muncul Dalam
Pelaksanaan Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen (Studi pada PT. JNE Cabang
Ygyakarta)”Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis
empiris atau pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk
menganalisis ada atau tidaknya wanprestasi dalam pelaksanaan
pengangkutan/pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. JNE serta
menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban PT. JNE sebagai
pelaku uaha atau pengangkut apabila terdapat kerugian yang timbul
akibat wanprestasi dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman
barang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap permasalahan
yang muncul baik berupa keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan
barangdalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang

sebagai akibat dari adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh

> Aulia Panji Wihapsoro, Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan
Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat. (Semarang: Universitas Negeri Semarang,
2010)
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PT. JNE telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi.Namun, PT. JNE
sebagai pihak pengangkut tidak sepenuhnya melaksanakan tanggung
jawabnya, karena tidak semua kerugian yang timbul akibat dari adanya
wanprestasi dapat diminta pertanggung jawaban kepadanya. Dalam hal
terjadinya keterlambatan PT. JNE tidak dapat memberikan ganti rugi,
seperti pada jenis layanan pengiriman YES (Yakin Esok Sampai),
Sedangkan, dalam hal terjadinya kerusakan dan kehilangan barang PT.
JNE tidak sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan kerugian
yang diderita, karena besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh PT.
JNE apabila timbul kerugian yantu maksimal sebesar 10 (sepeluh) kali

biaya/omgkos kirim.

Adapun untuk lebih memperjelas tentang penelitian terdahulu maka

disajikan dalam table berikut:

No Nama Perbedaan
3 Judul Persamaan
Peneliti
FidaAmira, “Tanggung | a. membahas a. lokasi penelitian di
Mahasiswa | Jawab pertanggung PT. Pos Indonesia Solo.
Fakultas Pengiriman | jawaban b.ditinjau kedalam
Hukum Barang perusahaan jasa Undang-undang Nomor
Universitas | Ekspedisi pengiriman 38 Tahun 2009 tentang
Sebelas Atas baraang Pos
1. | Maret Kehilangan
Surakarta Dan/Atau b. jenis penelitian
tahun 2016 Kerusakan | sama-sama
Barang penelitian empiris
Berdasarkan | atau penelitian
Undang- lapangan
Undang

'°Febrina Suci Dwi Sawitri, Masalah-Masalah Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan
Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada PT. JNE
Cabang Ygyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)
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Nomor 38

Tahun 2009
Tentang Pos
(Studi Kasus

di Kantor

Pos Solo)”
Aulia Panji | . “Tanggung | a. Sama-sama a. Metode penelitian
Wihaproso. | Jawab meneliti tentang menggunakan jenis
Mahasiswa | Pengangkut | tanggung jawab penelitian deskriptif
Fakultas Atas perusahaan jasa kualitatif
Hukum Keterlambat | pengiriman barang
Universitas | an Dan/Atau b. Lokasi/objek
Negeri Kerusakan | b.Menggunakan | penelitian di PT. Siba
Semarang Dalam pendekatan yuridis | Trasindo Surabaya
pada tahun | Pengiriman | sosiologis
2010. Paket

Barang

Melalui

Jalur Darat

(Studi di PT.

Trasindo

Kota

Surabaya)”
Febrina Suci | “Masalah- | a. menggunakan a. Lokasi/objek
Dwi Sawitri | Masalah metode penelitian | penelitian di PT.
Mahasiswa | Hukum yuridis empiris TikiJalaurNugrahaEkak
Fakultas Yang atau menggunakan | urir(NE) cabang
Hukum Muncul pendekatan Yogyakarta.
Universitas | Dalam perundang-
Islam Pelaksanaan | undangan
Indonesia Pengiriman
Yogyakarta | Barang b. menganalisis
pada tahun Dalam bagai mana
2018 Perspektif pertanggung

Hukum jawaban pihak JNE

Perlindunga | sebagai perusahaan

n Konsumen | jasa pengiriman

(Studi pada | barang

PT. JNE

Cabang

Ygyakarta™
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B. Kajian Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud
dengan perjanjian dalam Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih. Menurut pengertian Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat
disimpulkan bahwa adanya suatu hubungan hukum yang timbul diantara
dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak
dan kewajiban masing-masing pihak dalam artian perjanjian adalah

sumber perikatan.

Hukum perikatan adalah hukum yang mengatur akibat hukum yang
disebut perikatan, yakni suatu hubungan hukum yang terletak dalam
bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing
berdiri sendiri yang menyebabkan pihak yang satu dengan pihak yang
lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi yang mana adalah menjadi
keajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama. Jadi perikatan adalah

hubungan hukum, dan hubungan hukum adalah salah satu faktor dari
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akibat hukum (rechtsfeit). Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan

bersumber pada perjanjian dan Undang-Undang.*’

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memnuhi syarat-syarat
yang ditetapkan oleh Undang-undang.Menurut Pasal 1320 KUH Perdata
syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:*®

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang membuat
perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang
akan diadakan tersebut tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan
penipuan.

2. Kecakapan, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap
menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3. Suatu hal tertentu, dapat diartikan bahwa suatu perjanjian harus
mengenai suatu obyek tertentu.

4. Suatu sebab yang halal, isi dan tujuan dari suatu perjanjian harus
berdasarkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-
undang, kesusuilaan dan ketertiban

c. Asas-Asas Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting Yyang
merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa

asas tersebut antara lain:

YM.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Penerbit
Djambatan, 1988) 4
18 pasal 1320 KUH Perdata
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1. Asas Kebebasan Berkontrak

Mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian
apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam
Undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang
ketertiban umum dan kesusilaan.”® Para pihak yang membuat dan
mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat
kesepakatan atau perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan
membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa
saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut
bukanlah sesuatu yang terlarang.?

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat
penting dalam hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini oleh
sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata
yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan
kebebasan bagi para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.

19 Muhammad Abdul kadir, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 1990) 225
20 Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), 46
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d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.”*
2. Asas Konsensualisme

Mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapai kata
sepakat  (konsensus) antara  pihak-pihak  mengenai  pokok
perjanjian.Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat
hukum.Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak
(consensus) dari para pihak.Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara
lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika
dikehendaki sebagai alat bukti.

Asas ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang
mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu
perjanjian, meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas
konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanian riil dan
formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk
tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.?

3. Asas PactaSuntServanda

Asas pacta sunt srvanda atau disebut juga dengan asas kepastian
hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjia Asas pacta sunt
servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.?*Asas ini

disebut juga dengan asas kesepakatan hukum, karena asas ini

“'HandriRaharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2002), 44
“’HerlienBudiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariata,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) 29

% Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014) 10
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berhubungan dengan akibat perjanjian.Asas Pacta Sunt servanda dapat
disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
udang.” Hal ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara
sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak

yang membuatnya.

4. Asas ltikat Baik (Good Faith)

Asas itkat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam
hukum perjanjian.Ketentuan tentang itikad baik ini dinyatakan dalam
Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga
dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak,
kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum
Khususunya yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini
membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus
bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari
pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat
suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas
yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian
atau masing-masing harus menaruh perhatian yang cukup dalam
menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik.**

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH

Perdata yang dinyatakan bahwa: ”Suatu perjanjian harus dilaksanakan

¢ Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) 5
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dengan itikad baik”. Dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu
perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup,
perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan
kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak

ketiga lainya diluar perjanjian.?

d. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian pemenuhan prestasi atas suatu
perjanjian.Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis
dan telah disepakati bersama oleh pihak yang telah mengikatkan diri dalam
suatu perjanjian.Sedanglan pelaksanaan prestasi  disesuaikan dengan

syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.?®

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena
alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan

dengan itikad baik.

Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban
dipihak yang lain dari yang membuat perjanjian. Hakim yang berkuasa

menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan,

» Gunawan Widjaja, dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 80

“MunirFuadi, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis). (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2001) 87
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sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan
prinsip itikad baik, prinsip kepatuham, kebiasaan, dan sesuai dengan
undang-undang.Dimasukanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian
berarti kita harus menafsirkan perjanjian berdasarkan keadilan dan

kepatuhan.?’

2. Pengertian Perjanjian Baku/Klausula Baku

Di dalam pustaka hukum ada beberapa istilah yang dipakai untuk
perjanjian baku. Dalam Bahasa inggris, perjanjian bakudikenal dengan
istilah standartdized agreement, standardized contrct, pad contract,
standart contract dan contract of adhesion. ?® Munir Fuady menjelaskan
yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang
dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan sering
kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir
tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut
ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif
tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya.
Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya

sedikit kesempatan untuk menegoisasi atau mengubah klausul-kalusulyang

?’HandriRaharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, 58
%8 Sutan Remy Sjahdeni, 66
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sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontak baku

sangat berat sebelah.?

Perjanjian Dbaku/klausulabaku biasanya dibuat oleh pihak yang
kedudukanya lebih kuat, yang dalam kenyataanya biasa dipegang oleh para
pelaku usaha. Isi dari Klausulabaku sering kali merugikan pihak yang
menerima klausulabaku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat
secara sepihak. Bila konsumen menolak klausulabaku tersebut ia tidak akan
mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkannya. Hal tersebut
menyebabkan konsumen lebih sering untuk menyetujui isi klausulabaku

walaupun bersifat memojokkan.*
Sudaryatmo menyatakan karakteristik kalusulabaku sebagai berikut:

a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif
lebih kuat dari konsumen.

b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi dari
perjanjian.

c. Dibuat dalam bentuk tertulis misal.

d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong faktor

kebutuhan.®*

3. Pengertian Wanprestasi

®MunirFuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, buku ke II, (Bandung: Citra
Aditya bakti, 2003)

%zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013) 66

$1Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 91

25



Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu wanprestatie,
yang artinya tidak melakukan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan
atau melanggar perjanjian yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang

tidak boleh dilakukan.®?

Seorang  debitur  dikatakan lalai, apabila ia  tidak
memnuhikewajibanya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti
yang telah diperjanjikan.*® Istilah lain dari wanprestasi dalam bahasa
Indonesia adalah cidera janji. Sedangkan dalam hukum perjanjian
wanprestasi mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan
kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya
sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak

lawan.**

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmad Miru

wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

a. Sama sekali tidak memnuhi prestasi
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
c. Terlambat membuat prestasi

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.*

*’HendriRaharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, 79

$33ubekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:PT. Arga Printing, 2007) 146
% Abdulkadir Muhammad, 20

% AhnadMiru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 74
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4. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam UUPK Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha
yaitu: setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum vyang didirikandan
berkedudukan badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.Pelaku usaha yang
termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN,
importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. UUPK juga mewajibkan
pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan atau menjalankan
kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Definisi dari pelaku usaha yang diberikan dalam UUPK mencoban
untuk mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang
dimaksudkan dalam UUPK tersebut tidak dibatasi hanya pabrikan saja,
melainkan juga bagi distributor (dan jaringanya), serta termasuk importer,
selain itu para pelaku usaha periklananpun tunduk pada ketentuan

Undang-undang ini.*

Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya mengerti dan memahami

mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri dalam

% Gunawan Widjaja Ahmad Yani, hukum Tentang Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) 35
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menjalankan usahanya. Hak dan kewajiban yang ditentukan oleh UUPK
terhadap pelaku usaha tersebut bertujuan agar didalam menjalankan
usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggung jawab yang
dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan,
dan diperdagangkan.®” Dalam Pasal 6 UUPK, dijelaskan mengenai hak-

hak bagi pelaku usaha yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

b. Hak Untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainya.*®
Selain memiliki hak didalam menjalankan kegiatan usahanya, para

pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus di penuhi.

Kewajiban yang dibebankan kepada para pelaku usaha tersebut merupakan

" Eli wuria dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama,(Yogyakarta: Graha Ilmu,
2015) 59
% pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan didalam usahanya.
Kewajiban pelauk usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 UUPK
yaitu:

a. Beritikad baik dengan melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara bebar dan jujur
serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau jasa
yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa
yang diperdagangkan.

g. Memberi Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atai dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.*

% pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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5. Pengertian Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan
konsumen adalah pemakai bahan produksi yang berupa bahan pakai,
makanan dan sebagainya.*’MunirFuady dalam bukunya Pengantar Hukum
Bisnis, menjelaskan konsumen sebagai pengguna akhir (end user) dari
suatu produk, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup Ilain, dan tidak untuk di

perdagangkan.*!

Lebih jelasnya lagi dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK konsumen
diartikan setiap orang pemakai barang atau jasa Yyang tersedia
dimasyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan

pengertian diatas, konsumen dapat dibedakan menjadi 3 batasan, yaitu:*?

a. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang
yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan

mendapatkan keuntungan.

“0 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I11, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) 590
“Abdur Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasusu, (Jakarta:
Kencana, 2005) 220

“2Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan pertama, 17
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b.

Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang
yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk
diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

Konsumen akhir (ultimate cunsomer), adalah setiap orang yang
mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan
memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan
makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan kembali

dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Perlindungan konsumen sebenarnya berkaitan dengan yang

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Menurut pendapat Sidharta

terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang patut dilindungi, yaitu:

a.

b.

C.

d.

Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety)
Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
Hak untuk memilih (the right be choose)

Hak untuk idengar(the right to be heard)*?

Dalam UUPK Pasal 4 juga dijelaskan tentang hak-hak konsumen, yaitu:

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi

serta jaminan yang dijanjikan.

“3 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000) 16
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barangdan/atau jasa
yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjalanan atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainya.**

Suatu hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak. Sebelum konsumen mengajukan tuntutan terhadap
hak-haknya, sebaiknya konsumen melaksanakan apa yang menjadi
kewajibanya. Salah satu kewajibanya adalah untuk membayar harga
barang dan/atau jasa yang telah dibeli atau digunakanya dalam setiap

transaksi sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dengan pelaku

“ pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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usaha.* Dalam UUPK Pasal 5 dijelaskan tentang kewajiban konsumen

yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.*°

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Positif

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab
adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatanya yang
disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat

sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.*’

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan sebuah perjanjian,

maka terdapat prinsip tanggung jawab hukum kepada para pihak yang

®Febrina Suci Dwi Sawitri, Masalah-Masalah hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan
Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, 64

“® pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

*"Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: PT. Diapit Media, 2004) 154.
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melakukan pelanggaran.Dikalangan para ahli hukum, tanggung jawab
sering diistilahkan dengan responsibility (verantwoordelijkeheid) atau
terkadang disebut dengan liability.Tanggung jawab arti responsibility
adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibanya, sedangkan tanggung
jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggung
jawabkan pelanggaran atas kewajibanya atau pelanggaran atas pihak lain.
Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul
pertanggung jawaban dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam

hukum maupun dalam administrasi.*®

a. Prinsip Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Di Indonesia sendiri telah diatur Undang-Undang mengenai
perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999.Pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang disebut dengan
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Sedangkan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan.*®

“Febrina Suci Dwi Sawitri, Masalah-Masalah hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan
Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Skripsi, 48
“*pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan
antara pelaku usaha dan konsumen.Kepentingan pelaku usaha adalah
memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan
kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui
pemenuhan kebutuhanya terhadap produk tertentu. Namun,
kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam
aktivitas ekonomi, masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang
paling sering dirugikan.

Hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidak setaraan
antara keduanya.Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah
dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha
yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan
perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan di eksploitasi oleh
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk
melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat
aturan hukum.Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan
Negara melalui penetapan sisitem perlindungan hukum terhadap
konsumen.*

UUPK telah menentukan hak dan kewajiban para pelaku usaaha
dengan tujuan agar selama dalam menjalankan usahanya para pelau
usaha harus selalu mengingat tanggung jawab yang telah dibebaankan
kepadanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat terciptanya hubungan

yang sehat antara konsumen dengan para pelaku usaha sehingga tidak

9Abdur Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasusu, 220

35



akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa

dirugikan.

Jika para pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban yang
telah ditentukan sehingga menimbulkan kerugian maka pelaku usaha
wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam Pasal 19 UUPK
telah dijelaskan tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi
ketika ada konsumen yang menuntut ganti rugi, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

mengenai adanya unsure kesalahan.
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5. Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak berlaku apabila pelaku
usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan

kesalahan konsumen.®*
b. Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdata

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban
haruslah mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya
hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal
yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi

pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban dalam kajian hukum perdata ada dua
yaitu kesalahan dan resiko.Seseorang wajib bertanggung jawab (atau
lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa
kesalahan maupun Kkelalaian.Inilah yang disebut dengan tanggung
jawab atas dasar kesalahan.Kemudian, hukum perdata memungkinkan
seseorang bertanggung jawab bukan karena dia mengambil resiko
dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa mewajibkan
bertanggung jawab, inilah yang disebut dengan tanggung jawab resiko,

keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi yang jauh berbeda.>®

Dalam KUHPerdata terdapat beberapa Pasal yang dapat

dikaitkan dengan tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

> pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Per, hukum Perlindungan Konsumen,
52 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, 90
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1. Pasal 1365
Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian
tersebut.
2. Pasal 1366
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-
hatinya.
3. Pasal 1367
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian
yang disebabkan perbuatanya sendiri, melainkan juga atas
kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang
yang menjadi tanggunganya atau disebabkan barang-barang

yang berada dibawah pengawasanya.*®

Berdasarkan Pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu
perbuatan dapat diangap sebagai perbuatan melawan hukum apabila

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:>*

1. Ada perbuatan melawan hukum.

2. Ada Kesalahan.

3K UHPerdata Pasal 1365-1367
*Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi keempat, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2014) 188
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3. Ada kerugian.

4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

KUHPerdata menentukan bawa setiap orang tidak hanya
bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena
perbuatanya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan
karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena
barang-barang yang berada dibawah pengawasanya.Inti dari perbuatan
melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum
sipelaku, atau melanggar hal subjektif orang lain, atau melanggar
kaidah tata susila (geode zeden), atau bertentangan dengan azas
“kepatuhan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup

masyarakat.>
7. Tanggung Jawab Dalam Hukum Islam

Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata “dhaman’.
Sebab-sebab terjadinya dhaman ada dua macam yaitu tidak melaksanakan
akad, atau alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya dhaman (tanggung
jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah
memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi.
Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum
itu tidak dilaksanakan isinya oleh dibitur atau dilaksanakan tetapi tidak

sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak

*VellianaTanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Konsumen,
Vol.47, Jurnal llmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah, 2013.
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debitur baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak
melaksanakannya maupun karena kelalaiannya yang bertentangan dengan

hak dan kewajiban.*®

Agar terwujudnya dhaman (tanggung jawab), tidak hanya cukup
ada kesalahan (at-ta’addi) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada
kerugian (adh-dharar) dari pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan
tersebut. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya tanggung jawab
yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Syamsul Anwar menjelaskan
bahwa kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik
menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang
terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun

manfaat.>’

Bila ternyata debitur tidak melaksanakan kewajibanya, baik untuk
mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu,
maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga
harus bertanggung jawab (memikul dhaman). Namun tidak terlaksanakan
perjanjian selain debitur sendiri yang tidak melaksanakanya juga bisa
disebabkan oleh keadaan lain diluar dirinya, seperti keadaan memaksa
(keadaan darurat), atau perbuatan kreditur sendiri, atau perbuatan orang

lain. Dalam hal ini debitur harus membuktikan adanya sebab-sebab agar ia

%6Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 331
>"Syamsul Anwar, 335
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bebas dari dhaman. Selama ia tidak bisa membuktikanya ia dianggap tidak

melaksanakanan kewajiban sehingga ia memikul dhaman.

Madzah-madzhab hukum Islam dimasa lampau berbeda pandangan
dalam hal luas sempitnya kerugian yang dapat diberi pengganti.Madzhab
Hanafi termasuk maszhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi
terbatas.Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah
benda bernilai pada dirinya sendiri.Madzhab-madzhablain menganut
ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat
dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang
menimpa badan orang. Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer
terjadi pergeseran kearah penerima penggantian atas kerugian moril dari
fikih klasik yang lebih banyak menolak penggantian atas kerugian moril

tidak dapat dinilai dengan uang.®

Oleh sebab itu, dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak
dapat dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan.Dengan begitu bahwa
kerugian bahaya materiil atau jiwa menimpa konsumen sebagai aikubat
buruk yang disebabkan produk barang dan jasa pelaku usaha harus
ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (dhaman)

yang tertdapat dalam hukum isiam.

%83yamsul Anwar, 336
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan melalui logika dari peneliti ilmiah, studi terhadap prosedur dan
teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.>® Menurut
Saifullah, menyatakan bahwa metode penelitian merupakan dasar bagi proses
penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang di bangun oleh peneliti. Sebagai

jembatan yang menghubungkan antara dunia ontology dengan aksiologi.®

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
jenis penelitian, pendekatan penelitian, loksai penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian yuridis
empiris atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas
hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi
hukum yang bertitik tolak pada data primer.®* Penelitian yuridis empiris
yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan
jalan mengadakan pengamatan dan penelitian lapangan.®?Yang mana

sasaranya adalah tanggung jawab PT. Indah Kargo Malang atas kehilangan

zainuddun Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet 5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17

80gaifullah, Tipologi Penelitian Hukum, (Malang: CV Citra Intan Selaras, 2015) 129

¢ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 16

62 Roni HanitijoSoemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1998) 52
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dan kerusakan barang kiriman, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan
Hukum Islam dan Hukum Positif.
B. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai it jenis penelitian,
rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi
penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data
penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti
berupa pendekatan Yuridis Sosiologis.Pendekatatan yuridis sosiologis
yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan
kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.Penelitian ini bersifat
deskrptif analitis, yang menungkapkan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek
penelitian.Demikian juga hukum dalam pelaksanaanya didalam
masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.®®

C. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam skripsi ini
adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang
yaitu PT. Indah Kargo Malang, yang beralamat di JI. Mayjend Panjaitan
No. 30 Malang. Penulis memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui
bagaiman pertanggung jawaban dari pihak PT. Indah KargaMalang atas

keterlambatan dan kerusakan barang kiriman.

83zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet.3 : Jakarta: sinar Grafika, 2011) 106

43



D. Jenis dan sumber data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi data primer dan skunder,

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya
atau dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data
primer ini di dapat dari data dan informasi PT. Indah Kargo
Malang.

b. Data skunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penilitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-
undangan. Sumber data skunder penelitian ini diantaranya:

1) al-Qur’an dan Hadits

2) Undang-Undang dasar 1945.

3) Undang-undang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.
4) KUH Perdata
E. Metode pengumpulan data

Dalam Penelitian ini penelitimenggungakan beberapa teknik
pengumpulan data, diantaranya dengan menggunakan wawancara dan
dokumentasi untuk mengumpulkan data primer serta kajian kepustakaan

untuk mendapatkan data yang diperlukan.
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1. Wanancara(interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.** Wawancara
merupakan suatu proses interaksi untuk mrndapatkan informasi secara
langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan
seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey,
karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid
dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
berencana dimana sebelum melakukan wawancara peneliti
mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.®®
Yang mana diajukan kepada pegawai dan konsumen PT. Indah Kargo

Malang.

2. Dokumentasi
Tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, adalah metode
dokumentasi, yakni merupakan sebuah upaya pengumpulan data
dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda, dan sebagainya.®® Didalam melaksanakan

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

% Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Cet 4. (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004) 95.
®Byrhan ashofa, Metode Penelitian Hukum 96.

®®SyharsisimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta,
2010), 270
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majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain sebagai bahan-
bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.
3. Telaah Pustaka
Telaah pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara
mempelajari buku-buku, menkaji berbagai peraturan perundang-
undangan atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Metode pengolahan data menjelaskan proses pengolahan dan
analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian

ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:
1. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik
yang bersumber dari hasil wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik
dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada
bagian ini peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari
kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan

rumusan maslah dan data yang lainya.®’
2. Classifying

Adalah proses Klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah proses reduksi data dan pengelompokan. Data yang dipilih untuk

%7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003) 125.
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dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan

tanggung jawab atas keterlambatan dan kerusakan barang kiriman.
3. Analizing

Yaitu menganalisis data mentah yang sudah di klasifikasikan agar
mudah dipahami.Dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, yaitu
memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam
penelitian.®®Analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis data-data
yang diperoleh dilapangan mengenai permasalahan yang ada di Kantor PT.
Indah Kargo Malang terhadap jasa yang diselenggarakannya yang
kemudia dihubungkan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut.
4. Councluding

Langkah terakhir yaitu setelah dilakukan analisis adalah penarikan
kesimpulan.Yaitu menarik kesimpulan mengenai bagaimana tanggung
jawab yang diberikan oleh pihak PT. Indah Kargo Malang terhadap
konsumen atau pengguna jasa apabila ditinjau dari Hukum Positif dan

Hukum Islam.

% Mukti Fajar dan Yuliantoahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(YYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 53.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil PT. Indah Kargo Malang

PT. Indah Kargo Malang merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang ekspress peket, dokumen
dan barang, domestic dan internasional, melalui udara, darat, dan laut.PT.
Indah Kargo Malang baerkantordialamat JI. Meyjend Panjaitan No. 30
malang, dan pada tanggal 27 April 2012, PT. Indah Kargo Malang resmi
terdaftar sebagai perusahaan perorangan dengan nomor TDP
130856007742. Dalam hal; terjadinya resiko PT. Indah Kargo Malang

mengasuransikan perusahaanya dengan PT. Jasaraharja Putera.

PT. Indah Kargo Malang juga mempunyai armada transportasi
darat berupa Fuso Interku, colt diesel, L300 BOX dan Grandmax, dan
sepeda motor yang tentunya lebih memungkinkan untuk memberikan
layanan yang terbaik bagi pelanggannya keseluruh kota-kota besar yang
ada di provinsi Sumatera, Jawa dan Bali. Seiring dengan perkembangan
dan permintaan konsumen, maka PT. Indah kargo Malang memberikan

layanan door to door service dengan motto: cepat, tepat, professional.®

Shttps://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html ~ (diakses pada tanggal 25
September 2019)
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2. Visi dan Misi PT. Indah Kargo Malang

Adapun visi dari PT. Indah Kargo Malang adalah menjadi
perusahaan terbesar dan terdepan di Indonesia sebagai perusahaan jasa
pengiriman dan jasa travel. Sedangkan Misi dari PT. Indah Kargo Malang
adalam ingin memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pengiriman antar
jemput alamat door to door cepat, tepat, aman dan terpercaya.PT. Indah
Kargo Malang juga mengedepankan kepuasan pelanggan dengan
memberikan kualitas pelayanan yang bergaransi uang kiriman
kembali.Apabila kiriman barang konsumen tidak tepat waktu dengan

komitmen itulah kami selalu melakukan perbaikan terus menerus.”
B. Proses Pengiriman Barang di PT. Indah Kargo Malang

PT. Indah Kargo Malang merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang jasa pengangkutan/pengiriman barang yang memiliki visi dan misi
untuk menjadi perusahaan jasa pengiriman dan jasa travel terbesar dan
terdepan di Indonesia.sertamemenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara

pengiriman antar jemput alamat door to door cepat, tepat, aman terpercaya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anita Indah selaku karyawan PT.

Indah Kargo Malang menerangkan bahwa:

“Selama proses pengiriman barang tentunya harus sesuai dengan prosedur
pengiriman barang yang dibuat oleh PT. Indah Kargo sendiri. Sebelum PT.

"https://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html  (diakses pada tanggal 25
September 2019)
https://www.indahcargomalang.com/p/profil-perusahaan.html  (diakses pada tanggal 25
September 2019)
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Indah Kargo menerima barang yang akan diangkut, pihak pengirim/konsumen
harus menyepakati perjanjian yang dibuat oleh PT. Indah Kargo.”"

Berikut adalah Syarat standar pengiriman PT. Indah Kargo Malang yang

harus diketahui oleh konsumen/pengirim, yaitu:

1) Semua transaksi yang dilakukan Indah Kargo Malang adalah
merupakan standar syarat yang telah diatur disini, dimana syarat
dianggap standar/dasar perjanjian antara ICM CARGO dengan para
customer/pelanggan baik perjanjian tertulis ataupun lainya.

2) Harga yang diajukan kepada customer belum termasuk biaya asuransi
kecuali sesuai dengan permintaan/perjanjian secara tertulis lainya.

3) Kerusakan, kehilangan terhadap barang, dokumen, paket yang tidak
memenuhi standar pengepakan, ditanggung oleh pelanggan.

4) ICM CARGO tidak bertanggung jawab atas kesalahan, keterlambatan,
pengantaran, yang diakibatkan alamat tidak jelas.

5) ICM KARGO tidak menerima barang-barang yang dilarang oleh
pemerintah, barang mudah meledak, terbakar, emas dan perak, barang
curian, dan sebagainya, apabila pelanggan mengirim kiriman tersebut,
ICM CARGO membebaskan biaya klaim yang timbul akibat dari
kejadian tersebut.

6) Nilal pertanggung jawaban iCM CARGO sesuai dan kondisi ini dalam
bentuk ganti rugi atas kehilangan, kerusakan barang tidak melebihi 10

kali biaya kirim.

"2 Anita Indah, Wawancara, (Malang, 9 September 2019)

50



7) ICM CARGO menerima klaim dari pelangan tidak lebih dari 14 hari
dari kiriman tersebut sampai ketujuan, setelah sampai pada kondisinya
ICM CARGO tidak melayani klaim tersebut.

8) ICM CARGO tidak bertanggung jawab apabila terjadi forcemejeure
yaitu bencana alam atau kejadian diluar dugaan ICM CARGO.

9) ICM CARGOtidak bertanggung jawab apabila isi dari kiriman tersebut
tidak sesuai dengan pengakuan, sehingga menyebabkan keterlambatan
delivery ketujuan atau menimbulkan kerugian pada ICM CARGO
dalam hal ini semua biaya yang timbul akandibebeankan sepenuhnya
kepelanggan.

10) Apabila pada poin/pasal 9 ini terjadi ICM CARGO tidak menerima

complain atau klaim dari pelanggan baik materi maupun inmateri.”

Setiap kali PT. Indah Kargo melakukan pengiriman barang driver atau
kurir akan dibekali dengan surat angkutan atau surat jalan , yang berguna selain
sebagai alat bukti yang natinya akan diserahkan kembali pada perusahaan dan
juga sebagai alat monitoring dari perusahaan. Apabila dalam proses pengiriman
terjadi hal-hal yang tidak dinginkan seperti kecelakaan lalu lintas ataupun
kerusakan alat pengangkut maka surat angkutan yang akan dikirim ke
perusahaan dengan keterangan dari pengemudi, untuk selanjutnya dibuatkan
berita acara keterlambatan untuk diserahkan kepada penerima barnag sebagai
wujud tanggung jawab PT. Indah Kargo Malang,”

Sebelum  melakukan  perjanjian  pengiriman  barang,  pihak
pengirim/konsumen menyerahkan barang yang akan dikirim kepada petugas
PT. Indah Kargo, kemudian petugas akan menanyakan perihal isi barang yang
akan dikirim dan barang yang akan dikirim tersebut diperiksa oleh petugas

untuk memastikan isi dari barang tersebut bukan merupakan barang-barang

"https://www.indahcargomalang.com/p/persyaratan.html diakses pada tanggal 25 September 2019
™ Anita Indah, Wawancara, (Malang, 9 September 2019)
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kiriman yang dilarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anita Indah
selaku karyawan, PT. Indah Kargo Malang mempunyai aturan tersendiri

tentang barang-barang yang dilarang untuk dikirim seperti:’

1. Jenis barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau
terbakar sendiri.

Jenis barang Narkotika atau obat-obatan terlarang.

Senjata api, pisau dan petasan,

Logam mulia seperti emas dan perak, dan

Barang-barang curian

arwN

Setelah dilakukan pemeriksaan dan barang tersebut tidak termasuk barang
yang dilarang, maka selanjutnya barang tersebut akan ditimbang dan dilakukan
pencatatan pada lembar syarat standar pengiriman (SSP) atau surat tanda bukti
pengiriman /resi pengirima sebagai bukti bahwa telah terjadinya suatu akad

perjanjian. Dalam surat tersebut disebutkan antara lain:

1. Keterangan mengenai barang yang akan dikirim seperti jumlah, cara
pengepakan, berat dan lain sebagainya.

2. Nama dan alamat pengirim.

3. Nama dan alamat penerima barang

4. Tempat dan tanggal, serta

5. Jenis layanan pengiriman.

Apabila semua data yang diperlukan sudah lengkap, maka pihak pengirim
membayar ongkos/biaya kirim sesuai dengan jenis layanan pengiriman yang
dipilih dan berat barang yang telah ditimbang.Jika ongkos/biaya kirim sudah

dibayar, maka keduabelah pihak akan menandatangani syarat standar

" Anita Indah, Wawancara. (Malang, 9 September 2019)
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pengiriman (SSP) sebagai bukti bahawa keduanya dianggap telah menyatakan
persetujuannya sehingga mereka terikat pada isi perjanjian yang tercantum

dalam syarat standar pengiriman tersebut.

Proses selanjutnya yaitu barang atau paket akan dibawah kurir menuju ke
kantor-kantor cabang sesuai alamat kota yang dituju. Pada kantor-kantor
cabang barang yang akan dikirim tersebut disortir barulah setelah itu dilakukan
pengangkutan atau deliverybarang oleh kurir ketempat tujuan barang sesuai

dengan alamat yang tercantum pada kiriman tersebut.

Perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo
Malang dengan konsumenya dibuat dalam bentuk lisan. Alasan mengapa
penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam pengiriman barang oleh PT.Indah
Kargo Malang adalah “penggunaan perjanjian tidak tertulis dapat digunakan
dalam setiap perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen,
asalkan tidak bertentangan dengan kebiasaan dan kepatutan yang berlaku
dalam pengangkutan barang, ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum, dan kesusilaan”. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
PT. Indah Kargo mengacu pada aturan-aturan yang berlaku menirut norma-
norma dan kebiasaan-kebiasaan dalam bidang ekspedisi pengiriman barang.
Perjanjian yang tidak tertulis akan muncul dengan alasan kepraktisan dan
keefektifan. Tetapi para pihak dalam jasa pengiriman barang menganggap
bahwa baik perusahaan penyedia jasa mauopun para konsumen sudah
mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian

pengiriman barang.
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PT. Indah Kargo Malang hanya memberikan dokumen (resi) sebagai bukti
adanya kesepakatan perjanjian yang isisnya meliputi nama pengirim, biaya
yang harus dikeluarkan oleh pengirim, tanggal pengiriman, serta tanda tangan
kedua belah pihak. Pasal 1867 KUHPerdata menjelaskan bahwa tentang akta
otentik dengan akta bawah tangan, akta dibawah tangan yang dibuat oleh para
pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui
oleh para pihak. Sehingga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Indah

Kargo malang dapat dijadikan sebagai alat bukti perjanjian.

C. Tanggung Jawab PT. Indah Kargo Malang Atas Keterlambatan dan

Kerusakan Barang Kiriman Menurut Hukum Positif

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang
merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk
memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkanya.terjadi dan
kewajiban untuk memberikan.”®Tanggung jawab adalah kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatanya yang disengaja maupun tidak di
sengaja.’’Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, maka
terdapat prnsip tanggung jawab hukum kepada para pihak yang melakukan

pelanggaran.’

Sebagai perusahaan jasa PT. Indah Kargo Malang memiliki kewajiban

untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas

8Soegenglstanto, 1994 77
Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: PT. Diapit Media, 2004) 154
"®Febriana Suci, 48
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barang-barang yang akan dikirim. Dalam proses pengiriman barang, bahwa
PT. Indah Kargo Malang sering mengalami hambatan ataupun permasalahan
pada saat pelaksanaan pengiriman, baik itu karena faktor kesengajaan atau
kelalaian ataupun karena faktor forcemajeure. Faktor-faktor yang biasa terjadi
dalam kegiatan pengiriman barang itulah yang dapat menimbulkan seperti
terlambat sampainya barang ketempat tujuan, kerusakan barang ataupun
hilangnya barang yang diangkut. PT. Indah Kargo Malang jika mengalami
hal-hal tersebut maka harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang

timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anita Indah selaku karyawan PT.
Indah Kargo Malang faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan

ataupun kerusakan barang kiriman adalah sebagai berikut:”

“Pertama, faktor alam, faktor yang tidak bisa diprediksisepeti faktor cuaca
yang buruk dapat menghambat perjalanan kurir. Kedua, faktor kecelakaan lalu
lintas, hal ini bisa terjadi karena kondisi dari kelalaian pengemudu itu sendiri
atau dari pengemudi lain. Dan ketiga Faktor kurang bagus atau sempurnanya
pembungkusan barang atau paket yang berakibat pada kerusakan barang”.

“Kasus keterlambatan pengiriman barang juga dapat terjadi karena kurir
yang tidak dapat mengantarkan barang kiriman ketempat tujuan sesuai waktu
yang telah ditentukan karena ketidak mampuanya untuk memenuhi target
harian pengiriman barang yang mencapai hingga 70 paket perharinya. Karena
terlalu banyaknya target pengantaran teresbut menyebabkan banyaknya
kiriman yang tidak sempat untuk diantarkan oleh kurir ketempat tujuan sesuai
dengan waktu yang telah diperjanjikan”.

Kasusketerlambatan dan kerusakan barang kiriman yang disebabkan oleh

PT. Indah Kargo Malang sendiri sebagai pihak pengangkut/pengirim sangat

™ Anita Indah, Wawancara. (Malang, 9 September 2019)
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merugikan bagi konsumen baik pengirim atau penerima, terlebih lagi apabila
keterlambatan tersebut terjadi pada barang kiriman yang sangat dibutuhkan
untuk digunakan sesegera mungkin. Adapun contoh kasus mengenai
kerusakan dan keterlambatan barang kiriman dialami oleh konsumen PT.
Indah Kargo Malang. Kasusu pertama dialami konsumen bernama Abrorur
fagih yang beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 17 Juni 2019 mengirim
paket sebuah lukisan kanvas dengan ukuran 70x60 cm ke Kota Surabaya.
Paket tersebut dijanjikan akan sampai ke penerima dalam waktu empat harian,
akan tetapi setelah lebig dari satu minggu konsumen Abrorur fagih baru
mendapat SMS bahwa paketnya kirimanya baru sampai di Surabaya dengan
kondisi rusak. Padahal menurut penjelasan konsumen sendiri paket tersebut
tidak akan rusak jika tidak mendapat perlakuan yang tidak wajar, karena
menurutnya packingnya sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan packing
kayu serta ditambah dengan tanda peringatan FRAGILE supaya tetap aman.
Setelah mengajukan klaim Abrorur fagih hanya mendapat ganti kerugian
hanya sebesar 10 kali biaya kirim sementara harga barang kirimanya sebesar
Rp.650.000, menurut keterangan beliau konsumen tetap merasa dirugikan

karena ganti kerugian tidak sepadan dengan harga barang kirimannya.®

Kasus kedua dialami oleh konsumen bernama Nurridwan dengan barang
kiriman sebuah gitar akustik yang akan dikirim ke Jogjakarta, petugas PT.
Indah Kargo menjanjikan paket akan tiba di tempat tujuan dalam waktu lima

hari, akan tetapi barang sampai melebihi waktu yang telah diperjanjikan yakni

®Abrorurfagih, Wawancara, (Malang, 3 September 2019)
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empat belas hari dengan kondisi barang rusak. Konsumen telah mengajukan
klaim akan tetapi mendapat tanggapan yang mengecewakan, karena tanggung
jawab yang diberikan oleh pihak PT. Indah Kargo Malang hanya berupa
pengembalian ongkos kirim yang maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali biaya

kirim.8

Kejadian yang dialamai oleh kedua kkonsumen tersebut yang
mengakibatkan barang kirimanya mengalami kasus keterlambatan dan
kerusakan jelas termasuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT.
Indah Kargo sebagai pihak pengangkut, dimana PT. Indah Kargo tidak dapat
memenuhi kewajiban yang disanggupinya yaitu mengirimkan barang
ketempat tujuan dengan aman dan tepat waktu atau dapat dikatakan bahwa
sampainya barang kiriman ketempat tujuan melampaui batas waktu yang telah
diperjanjikan. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata dijelaskan mengenai

wanprestasi yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,
tetap lali untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan
atau dilakukanya hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang
melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengangkut
tentu sangat merugikan Kkonsumen, terutama pada barang yang sangat
dibutuhkan untuk segera digunakan karena bisa saja nilai suatu barang
tersebut akan berkurang dikarenakan keterlambatan sampainya barang

tersebut ketempat tujuan.

8Nurridwan, Wawancara, (Malang, 4 September 2019)
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Jika dikaitkan dengan kasus yang dialami konsumen diatas, sudah sangat
jelas segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian
pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Indah Kargo Malang teresbut
telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi.Pertama, telah terpenuhinya unsur
perjanjian berupa perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh para
pihak, yaitu PT. Indah Kargo Malang sebagai pihak pengirim/penerima
dengan tujuan untuk melaksanakan pengiriman barang ketempat tujuan
dengan selamat dan tepat waktu. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang
tidak dilakukan diatas suatu perjanjian secara tertulis, tetapi hanya didasarkan
kepada dokumen-dokumen (resi) yang disitu terrtuang tanda tangan kedua
belah pihak, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi suatu sengketa maka
yang diajukan sebagai bukti adalah dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya,
adanya unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh PT. Indah kargo Malang
dimana ia tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati,
yang mana kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pihak
PT. Indah Kargo Malang separti kurangnya kehati-hatian, keteledoran kurir
dalam melakukan pengantaran barang kiriman dan sebagainya yang
mengakibatkan terjadinya keterlambatan sampainya barang ketempat tujuan
sesuai waktu yang disanggupi, kerusakan barang kiriman atau bahkan

kehilangan barang kiriman.

Bentuk tanggung jawab terhadap konsumen/pengirim barang dimulai sejak

barang diterima untuk diangkut sampai barang tersebut tiba dilokasi tujuan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Anita Indah selaku karyawan PT. Indah

Kargo malang menyatakan:

“Apabila terjadi kasus keterlambatan maupun kerusakan barang kiriman oleh
PT. Indah Kargo Malang, maka perusahaan akan melakukan peninjauan
terlebih dahulu, apa yang menyebabkan terjadinya keterlamabatan, apa karena
faktor force majeure atau murni faktor kesengajaan atau kelalian dari kurir.
Dan jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang adalah bilamana terjadi
kerusakan atau kehilangan atas barang kiriman yang murni karena kelalaian
pihak pengirim/kurir, maka pihak PT. Indah Kargo bertanggung jawab untuk
kerugian dengan penggantian maksimim 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman.
Dan barang yang termasuk dalam kategori berharga/bernilai tinggi, pihak PT.
Indah Kargo Malang akan menyarankan konsumen/pengirim untuk
mengasuransikanya. Untuk pengiriman barang yang diasuransukan, ganti
kerugian barang dibayar penuhsesuai dengan besarnya nominal barang yang
terter%lzdicantumkan dalam polis asuransi atau diganti dengan barang yang
sama.

Apabila dalam penyelenggaraan pengiriman barang terjadi hal-hal yang
telah disebutkan diatas dan secara langsung telah menimbulkan kerugian
terhadap pihak konsumen maka hal ini secara langsung menjadi tanggung
jawab pengangkut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata
yaitu “riap-tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan

oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang

8 Anita Indah, Wawancara. (Malang, 9 September 2019)
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lain. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum

apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:®

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Pada dasarnya semua hal yang menyangkut mengenai kerugian konsumen
yang disebabkan oleh pihak perusahaan pengiriman barang sebagai
pengangkut berkewajiban untuk memberi pertanggung jawaban atas kesalahan
yang ditimbulkanya. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu
tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena
melanggar hak-hak subyek hukum lain sebagaimana yang telah terlihat dari
perjanjian pengiriman maupun dalam proses pengiriman barang, oleh karena
itu subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan

hukum.

Indonesia juga memiliki aturan hukum yang mengatur para pelaku
ekonomi sehingga para pelaku ekonomi ini dapat melakukan tugas yaitu
kewajibanya dan juga mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya masing-
masing Yyaitu Undang-undang No0.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan
konsumen.Seorang pelaku usaha haruslah memberikan yang terbaik bagi

konsumenya. Namun didalam praktek pengiriman barang di PT. Indah Kargo

®Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi keempat, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2014) 188
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Malang sering kali terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian

terhadap konsumen, dan tentunya ada hak-hak konsumen yang dilanggar

Mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, diatur dalam Pasal 19
Undang-undaang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang menyebutkan bahwa:®*

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi  barng dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
unsure kesalahan.

5. Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak beriaku apabila pelaku usaha
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan

konsumen.

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen
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Selain terdapat dalam UUPK dan KUHperdata, ganti kerugian juga

terdapat dalam syarat standar pengiriman (SSP) yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak yaitu pada klausula ganti rugi yaitu:

1.

ICM Kargo tidak bertanggung jawab atas kesalahan, keterlambatan,
pengantaran, yang diakibatkan alamat tidak jelas.

Nilai pertanggung jawaban ICM CARGO sesuai dan kondisi ini dalam
bentuk ganti rugi atas kehilangan, kerusakan barang tidak melebihi 10
kali biaya kirim.

ICM CARGO tidak bertanggung jawab apabila terjadi forcemajeure
yaitu bencana alam atau kejadian diluar dugaan ICM CARGO.

ICM CARGO tidak bertanggung jawab apabila isi dari Kiriman
tersebut tidak sesuai dengan pengakuan, sehingga menyebabkan
keterlambatan delivery ketujuan atau menimbulkan kerugian pada
ICM CARGO dalam hal ini semua biaya yang timbul

akandibebabnkan sepenuhnya kepelanggan.

Alasan kedua konsumen atau pengguna layanan PT. Indah Kargo Malang

dalam hal ini Abrorurfagih dan Nurridwan adalah karena biaya yang diberikan

oleh PT. Indah kargo Malang terhitung lebih murah dibandingkan jasa

pengiriman barang yang lainya. Namun pada kenyataanya layanan yang

diberikan oleh PT. Indah Kargo Malang belum memuasakakn karena dirasa

tidak professional dalam melaksanakan pengiriman barang Yyang

mengakibatkan keterlambatan dan kerusakan barang konsumen/pengirim.
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Dalam wawancara penulis dengan pihak PT. Indah kargo malang,
menjelaskan mengenai bentuk perlindungan konsumen yang telah diberikan
terhadap konsumenya. Menurut Anita Indah selaku Karyawan PT. Indah

Kargo Malang dijelaskan bahwa:®

“Untuk bentuk perlindungan konsumen yang kami berikan yaitu biasanya
kami akan memberikan fasilitas yang terbaik dan bekerja professional sesuai
kesepakatan yang sudah dibuat diawal. Tapi apabila jika suatu saat ada
complain atau keluhan terhadap pelayanan yang kami berikan, konsumen bisa
datang kembali untuk menanyakan kekurangan yang ada di PT. Indah Kargo,
Jadi disini kami selalu bersikap kooperatif dengan konsumen”.

Kesalahan dalam pengiriman barang merupakan kelalaian dari pihak
pengangkut dalam menjaga barangnya, namun tidak dapat dipungkiri juga
dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain ynag tidak dapat diprediksi, seperti
faktor bencana alam. Dalam suatu perjanjian berisi tentang resiko dan
tanggung jawab dari kedua belah pihak.Jika salah satu pihak melakukan

kelalaian, maka harus menanggung resiko sesuai dengan perjanjian awal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Anita Indah selaku

karyawan PT. Indah Kargo Malang menyatakan:®

“Proses pertanggung jawaban Yyang dilakukan PT. Indah Kargo untuk
mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat kerusakan ataupun
kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang sepanjang kerugian tersebut
terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan PT.
Indah Kargo, dengan catatan bahwa kerusakan atau keterlambatan tersebut
semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau kurir PT. Indah
Kargo™..

Berdasarkan hasil penelitian, pada pengiriman barang melalui PT. Indah

Kargo Malang jika terjadi kerugian pada konsumen PT. Indah Kargo Malang

8 Anita Indah, Wawancara. (Malang, 9 September 2019)
% Anita Indah, Wawancara. (Malang, 9 September 2019)
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akan mengganti kerugian barang kiriman yang mengalami keterlambatan dan
kerusak namun terdapat beberapa syarat seperti: barang tersebut sudah
diasuransikan serta packing barang sudah dijamin aman atau menggunakan
packing kayu. Akan tetapi untuk barang yang tidak diasuransikan, besar
nominal ganti ruginya berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara
konsumen dengan PT. Indah Kargo sendiri yang sesuai isi klausulabaku yang

telah disepakati.

Berdasarkan kasus diatas PT. Indah Kargo Malang telah melanggar
janjinya atau bisa dikatakan melakukan wanprestasi, karena pada awalnya PT.
Indah Kargo Malang menyanggupi untuk mengirimkan barang ketempat
tujuan dengan aman dan tepat pada waktunya. Dari kedua kasus tersebut PT.
Indah Kargo Malang hanya bertanggung jawab dalam bentuk memberikan
klaim pengembalian ongkos kirim dengan maksimal 10 kali biaya kirim
meskipun keterlambatan dan kerusakan tersebut menyebabkan kerugian yang
jauh lebih besar nilainya dengan alasan bahwa pemberian ganti rugi tersebut
disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Indah
Kargo Malang sendiri. Hal ini lah yang menyebabkan konsumen masih dirasa
dirugikan karena ganti ruginya tidak sebanding dengan harga atau kerusakan

barang yang dikirim.

Dalam praktek pengiriman barang, ada beberapa undang-undang yang
mengatur mengenai hubungan hukum antara pihak pengirim/konsumen
dengan pihak penyedia jasa pengiriman barang khususnya dalam hal

pertanggung jawabanyang diatur dalam UUPK Pasal 19 dan Pasal 1365
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KUH Perdata. Dalam kasus ini PT. Indah Kargo Malang dianggap sudah
bertanggung jawab, akan tetapi ganti rugi akan diberikan jika kesalahan yang
mana mengakibatkan kerugian pada konsumen itu disebabkan murni oleh
kelalaian dari pengangkut. PT. Indah Kargo Malang hanya berlandaskan pada
klausul baku yang hanya menguntungkan pihak pelaku usaha saja.
Penggantian kerugian sendiri hanya dengan maksimal 10 (sepuluh) kali biaya
kirim. Jumlah tersebutlah yang bertentangan dengan Pasal 19 UUPK ayat (1)

dan (2) yang menyatakan

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

2. Ganti rugi tersebut dapat bnerupa pengembalian uang atau penggantian
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu adanya pertanggung jawaban ini juga bertentangan dengan
Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Pihak PT.
Indah Kargo Malang hanya memberikan ganti rugi berdasarkan isi dari klausul
baku yakni maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali biaya kirim, konsumen merasa
tetap dirugikan apabila nilai kerugian lebih besar dari pada nilai ganti rugi

yang diberikan oleh pihak PT. Indah Kargo Malang.
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D. Tanggung Jawab PT. Indah Kargo Malang Atas Keterlambatan dan

Kerusakan Barang Kiriman Menurut Hukum Islam

Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari al-Qur’an dan
Hadits Nabi. Dalam ajaran Islam etika bisnis dalam Islam menekankan pada
empat hal, yaitu: Kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan
(free will), dan tanggung jawab (responsibility).2’Ada emlslam empat pilar
etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi
Muhammad SAW.Pertama “Tauhid” yang berarti memandang bahwa segala
aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia
hanya mendapatkan amanah untuk mengelolahnya. Kedua “Adil” artinya
segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan
kerja harus dilandasi dengan “akad saling setuju” dengan sistem propit and
lost sharing. Pilar ketiga adalah “Kehendak bebas”.Manajemen Islam
mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan
transakasi bisnis sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu
halal.Dan keempatadalah “Pertanggung jawaban”. Semua keputusan seorang

pimpinan harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan,®

Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata “dhaman”.Sebab-
sebab terjadinya dhaman ada dua macam yaitu tidak melaksanakan akad, atau
alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya dhaman(tanggung jawab) akad

mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan

8 Mubyarto, Etika, Agama dan Sistem Ekonomi, Jurnal Ekonomi Rakyat, Nomor 2, (April 2002)
®Rudito Bambang dan Famiola Melia, Etika Bisnis & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di
Indonesia, (Bandung: Rekayasa Sain, 2007) 59
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hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi.Bilamana akad yang sudah
tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya
oleh dibitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada
kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur baik kesalahan itu karena
kesengajaan untuk tidak melaksanakannya mauoun karena kelalaiannya yang

bertentangan dengan hak dan kewajiban.®

Dalam proses akad pengiriman barang terkadang ada faktor-faktor yang
menyebabkan konsumen atau pengguna jasa mengalami kerugian baik itu dari
faktor yang tidak di sengaja seperti faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi
yang bisa menghambat perjalanan kurir ataupun dari kelalaian pihak pengirim
sendiri yang bisa mengakibatkan keterlambatan ataupun kerusakan barang

kiriman konsumen.

Sebagai konsumen tentunya perlu membutuhkan perlindungan, PT. Indah
Kargo Malang sebgai penyedia jasa pengiriman barang memberingan
perlindungan kepada konsumennya dengan memberikan fasilitas yang terbaik
dan bekerja professional sesuai kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Jika
suatu saat ada complain atau keluhan terhadap pelayanan yang diberikan, para
konsumen bisa datang kembali untuk menanyakan kekurangan yang ada.
Selain itu bentuk kompensasi (ganti rugi) diberikan kepada konsumen apabila
terjadi keterlambatan dan kerusakan barang kiriman yakni dengan mengganti

biaya kirim maksimal 10 (sepuluh) kali biiaya kirim.Tentu saja hal ini yang

85yamsul Anwar, 331
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dirasa masih memberatkan pihak konsumen atas perjanjian sepihak yang

dibuat oleh PT. Indah Kargo Malang.

Dari dua contoh kasus yang sudah dijelaskan diatas para konsumen masih
merasa dirugiikan karena penggantian yang diberikan oleh PT. Indah Kargo
Malang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.Ganti
rugi hanya diberikan dengan mengganti jumlah biaya kirim yang maksimal
hanya 10 kali biaya kirim tetapi nilai atau harga barang kiriman konsumen

lebih besar.

Terwujudnya sebuah tanggung jawab tidak hanya cukup ada kesalahan
dari pihak debitur, tetapi juga harus ada unsure kerugian dari pihak kreditur
sebagai akibat dari kesalahan tersebut.Kerugian inilah yang menjadi sendi dari
adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.Dalam
Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus
dipertanggungjawabkan.Dengan begitu, bahwa kerugian bahaya materiil atau
jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang disebabkan prodek
barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh oelaku usaha sesuai

dengan prinsip ganti rugi (dhaman) yang terdapat dalam hukum Islam.

Islam telah mengajarkan umat manusia untuk tidak melakukan suatu
perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terutama dalam hal pemakaian

barang dan jasa. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 29:
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

(Qs. An-Nisa Ayat 29).%°

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya
yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara
mencai keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat sepeti riba,
perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang
tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat tetapi Allah mengetahui
bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk
menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah.%

Begitu pula firman Allah dalam Surat al-Muddatstsir Ayat 38:

% S. An-Nisa (4) : 29
°! salim Bahreisy, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Volume 2, (Surabaya: Pt. Bina llmu, 1998). 134
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Artinya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-

Muddatstsir Ayat 38)%?

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang tergadai dan tergantung dengan
apa yang diusahakanya, baik berupa kebaikan atau keburukan, ia tidak bebas
sebelum menunaikan kewajiban dan hukuman yang harus dijalaninya. Setiap
jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukanya, bisa jadi
amal perbuatan seseorang itu menjerumuskan dan bisa jadi amal perbuatan itu

menyelamatkan dari kehancuran.

Setiap orang yang memiliki profesi, kedudukan, dan jabatan apapun mulai
dari tingkat bawah sampai tingkat atas bertanggung jawab berdasarkan
kedudukan masing-masing.Tidak satu orangpun bisa lari dari tanggung jawab
yang telah diamanahkan. Rasulullah SAW mengatakan lebih lanjut tentang

tanggung jawab dalam sebuah hadits sebagai berikut:
Jgts 35055 ol 8087 I3 s e W e V3L OF Wdee B (o) ok fiLe

345 a bl Lo ¢l 185 afe e JBa 5R5 el WU B )l 20 a2

%2 QS. Al-Muddatstsir (74) : 38
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Artinta;

Dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Iman
(pemimpin) itu adalah pengurus dan bertanggung jawab terhadap
kepemimpinanya. Suami itu pengurus keluarganya dan dia bertanggung
jawab atas kepengurusannya.lstri itu pengurus dalam rumah tangga
suaminya dan bertanggung jawab tentang kepengurussnya.Dan pembantu itu
pengurus bagi harta majikan dan bertanggung jawab atas

kepengurusanya.(HR. Bukhari).*®

Hadits tersebut menjelaskan tetntang adanya tanggung jawab atas setiap
diri manusia yang oleh manusia tersebut wajib ditunaikan mulai dari
kedudukan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, karena sesame
manusia tidak akan lolos dari tanggung jawab. Selain itu hadist Nabi yang

mengatakn bahwa:

%KH. Ahmad MudjabMahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih Bagian
Munakahat dan Mu’amalah, (Jakarta: Kencana, 2004) 87
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Artinya:

Dari Abu Hurairahr.a berkat Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah
disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat
bertanya: “bagaimana menyia-nyiakan, hai Rasulullah?” Rasulullah SAW
mennjawab: Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan

ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (HR. Imam Bukhari).**

Berdasarkan Hadits diatas apabila suatu amanh itu telah diamanakan
kepada seseorang maka harus ditunaikan dan disampaikan, karena amanah
merupakan tanggung jawab penerima amanah, dan jangan menyia-nyiakan
amanah tersebut apabila telah diamanhkan.Selain dari ayat al-Qur’an dan
Hadits yang telah  disebutkan diatas, ada beberapa kaidah
gawaidhfiggiyahyang menjadi pedoman perlindungan bagi konsumen
terhadap tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi pada kasus

pengiriman barang oleh PT. Indah Kargo Malang. Diantaranya yaitu:

%SyahibuddinAbil Abbas Ahmad bin Muhammad AsySyafi’l al-Qustholani, IrsyadusSyari’ juz
13, (Beirut: Darul Kutub Al limiyah, 1996) 494
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Artinya:

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak

)

berjalan bersama.’

Dhamanatau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan
barang yang sama. Apabila barang tersebut ada dipasaran atau membayar
seharga barang teresbut apabila barangnya tidak ada dipasaran.Contoh,
seorang menyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi
si penyewa menggunakan untuk membawa barang-barang yang berat yang
mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat, maka si penyewa harus
mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewa.” Selain itu,

kaidah gawaidhyang juga menjelaskan tentang manfaat ganti rugi, yaitu:

ol L ‘Cg;s

Artinya:

”Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”.

% H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,
(Jakarta: Kencana, 2001)132
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Artinya:
“Resiko itu menyertai manfaat”

Maksud kaidah gawaidhdiatas adalah apabila seseorang yang
memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Seperti biaya notaries
adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual untuk
ditanggung bersama. Demikian pula halnya seseorang yang meminjam barang,
maka dia wajib mengembalikan barang dan resiko ongkos-ongkos
pengembaliannya.Berbeda dengan ongkos mengnagkut dan pemeliharaan

barang, dibebankan kepada pemilik barang.*

Jika dihubungkan dengan dua kasus konsumen PT. Indah Kargo malang
yang mana ada bentuk perjanjian menjual jasa untuk mengirimkan suatu
barang dengan membebankan biaya upah atau ongkos kirim. Jika sewaktu-
waktu terjadi kasus yang merugikan konsumenya seperti keterlambatan dan
kerusakan barang kiriman maka pihak PT. Indah Kargo dalam hal ini sebagai

penjual jasa akan dituntut untuk pertanggungjawaban.

Hukum Islam memandang perihal tanggung jawab atas keterlambatan dan
kerusakan barang dibebankan kepada pihak pengelola jasa, pekerjaan untuk
bertanggung jawab sepenuhnya atas segala keterlambatan dan kerusakan

barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah (konsumen)

% H_A Djazuli, 133
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terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna.
Sedangkan pihak yang menerima upah menginginkan pembayaran atas jasa
yang telah ia lakukan.®’Begitu pula dengan jasa yang diberikan PT. Indah
Karo Malang, tanggung jawab atas ganti rugi yang terjadi seharusnya manjadi
tanggung jawab pihak penjual jasa terhadap keterlmbatan dan kerusakan

barang konsumen yang menggunkan jasa tersebut.

Tujuan ganti rugi pada dasarnya adalah untuk maslahah fardiyah (hak-hak
individu) guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yanitu
pihak PT. Indah Kargo Malang dengan konsumen agar tidak terabaikan hak-
hak konsumen yang merupakan kewajiban dari pihak PT. Indah Kargo
Malang yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, kerugian yang dimaksudkan
untuk mengganti kerugian atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh

pihak yang dirugikan.

Hukum Islam memberikan perlindungan konsumen dan memberikan ganti
rugi terhadap kerugian materiil yang dialami oleh konsumen merupakan
kerugian yang tidak secara langsung diderita oleh konsumen, melainkan
kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan.
Kerugian tersebut dapat berupa kerugian dikarenakan konsumen tersebut telah
mengeluarkan sejumlah uang untuk produk dan/atau jasa atas produk yang

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen tersebut. Konsumen

"ChairumanPasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:
Rabbani Press, 2001) 53
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memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para produsen ataupun pelaku

usaha dalam menjalankan usahanya.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa PT.Indah Kargo Malang yang mana
sebagai penjual jasa pengiriman barang belum sepenuhnya memberikan ganti
kerugian kepada konsumennya secara hukum Islam yang diharapkan oleh
konsumen kebanyakan. Karena nilai ganti rugi yang diberikan oleh PT. Indah
Kargo malang dirasa belum sepadan, PT. Indah Kargo Malang hanya
memberikan ganti rugi dengan mengganti biaya ongkos kirim maksimal hanya
10 (sepuluh) kali biaya kirim, sementara dari dua kasus konsumen atas nama
Abrorurfagih dan Nurridwan jumlah nilai barang yang dikirim lebih besar dari

pada jumlah ganti ruginya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Indah
Kargo Malang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh
PT. Indah Kargo Malang sendiri sebagaimana telah dimuat dalam
klausa baku. Apabila pengirim/pengguna jasa telah sepakat terhadap
ketentuan pengiriman yang telah diajukan oleh PT. Indah Kargo
Malang maka keduanya akan terikat dalam suatu perjanjian yang
menimbulakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua
belah pihak. Proses pengiriman dilakukanPT. Indah Kargo Malang
dengan menjunjung tinggi nilai keadilan antara pihak pengirim dan
pelaku usaha. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya yang
maksimal yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menyampaikan
barang dengan amanah dan berupaya inisuatif damai dalam

menyelesaikan segala masalah.

2. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. Indah Kargo
Malang terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim/penpengguna

jasa hanya berlandasan pada klausul baku yang hanya menguntungkan
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pihak pelaku saja. Penggantian kerugian hanya sejumlah 10 (sepuluh)
kali Dbiaya pengiriman. Sedangkan kerugian yang diderita oleh
konsumen nilainya jauh lebih besar. Hal ini tidak sesuai dengan UUPK
Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta bertentangan dengan Pasal 1365 KUH
Perdata. Jika diatinjau dari hukum Islam ganti rugi yang diberikan oleh
PT. Indah Kargo Malang belum sesuai. Hukum islam memandang
perihal tanggung jawab atas keterlambatan dan kerusakan barang
dibebankan sepenuhnya kepada pihak pengelolah jasa, dengan alasan
pihak konsumen yang memberikan upah atas jasa tersebut
menginginkan barangnya tetap utuh dan aman. Sedangkan pihak
penyedia jasa menginginkan pembayaran atas jasa yang telah ia
lakukan. Jadi apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang
konsumen seharusnya pihak PT. Indah Kargo Malang
bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi dengan jumlah nilai

yang setara dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran untuk
perbaikan bagi pihak terkait sehubungan dengan pengiriman barang melalui

perusahaan jasa pengiriman barang vyaitu:

1. Dalam hal prosedur pengiriman barang, alangkah baiknya jika
penyedia jasa turut menjelaskan mengenai ketentuan aturan yang
tertera dalam resi pengiriman, karena tidak semua orang paham betul
akan bentuk perjanjian yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Hal ini
untuk mengantisipasi apabila konsumen yang telah lanjut usia, maka
akan menyulitkan konsumen dalam memahami ketentuan aturan yang

tertera dalam resi pengiriman.

2. Untuk penetapan jumlah ganti rugi alangkah baiknya penyedia jasa
meningkatkan nilai nominal uang yang dipergunakan untuk mengganti
kerugian, karena dalam hal ini terkadang nominal uang yang bisa
diklaim tidak sebanding dengan harga barang yang dikirim. Sedangkan
untuk prosedurnya alangkah baiknya lebih dipermudah untuk
persyaratan dan birokrasi yang ditetapkan. Serta apabila terjadi resiko
atas pengiriman barang hendaklah pihak PT. Indah Kargo Malang
membantu pihak konsumen/pengirim barang dalam pengurusannya
agar penggantian kerugian bisa berjalan dengan cepat dan dengan

prosedur yang tidak berbelit-belit.
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